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ABSTRAK
ADRINA AMELIA KUSNADI (B 111 07 317), “Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Melakukan Pernikahan Lagi Karena 
Pernikahan Terdahulu Menjadi Penghalang Untuk Itu. (studi Kasus 
Putusan Nomor: 757/Pid.B/2011/PN.Mks), dibimbing oleh 
Prof.Dr.Aswanto S.H.,M.S.,DFM Selaku Pembimbing I, dan Hijrah 
Adhyanti M, S.H., M.H.,selaku pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materiil terhadap tindak pidana melakukan pernikahan lagi karena 
pernikahan terdahulu menjadi penghalang untuk melakukan pernikahan 
lagi,serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap pelaku.
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. 
Berdasarkan data baik yang diperoleh melalui penelitian normatif yakni 
menelusuri berkas masalah yang dibahas khususnya Undang-Undang 
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: 1).Penerapan 
Hukum pidana Penjara pada perkara Nomor 757/Pid.B/2011/PN.Mks telah 
sesuai dengan Pelanggaran yang dilakukan terdakwa yakni menikah lagi 
tanpa izin dan sepengetahuan istri pertama,sebagaimana yang diatur dan 
diancamkan dalam pasal 279 ayat(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana(KUHP). 2). Pertimbangan Hakim Dalam menjatuhkan Sanksi 
Pidana Terhadap Pelaku telah berdasarkan Penjabaran Keterangan 
saksi.keterangan terdakwa dan alat bukti serta adanya pertimbangan 
pertimbangan yuridis,dan hal yang meringankan serta hal yang 
memberatkan.
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BAB I 
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang masalah
Pada asasnya dalam suatu perkawinan,seorang pria hanya 
boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh 
mempunyai seorang suami atau disebut juga dengan monogami.Tapi 
seringkali ditemui seorang suami melakukan pernikahan kedua tanpa 
persetujuan istri dan izin dari pengadilan.Terhadap seorang suami 
yang mempunyai istri lebih dari satu dikenal dengan istilah poligami.
Kenyataan bahwa kebanyakan dari seorang perempuan tidak 
menghendaki suaminya mempunyai istri lain dan begitu pula para 
wanita yang beragama islamAda banyak keberatan terhadap sistem 
poligami.Waiaupun dalam ajaran islam seorang suami diperbolehkan 
untuk menikah lebih dari satu.tentu dengan syarat-syarat tertentu yang 
tak gampang seperti harus mendapat persetujuan istri,dan asalkan 
suami dapat berlaku seadil mungkin terhadap istri-istri ny a .Ini berarti 
bahwa kepada masing-masing istri harus diberikan nafkah yang pantas 
dan kecintaan yang layak,dengan tiada perbedaan sedikitpun.
Khusunya dalam kasus ini ielas nampak bahwa dalam 
pelaksanaahya dilakukan dengan mengabdikan persyaratan sesuai 
dengan ketentuan yang telah berlaku dalam undang-undang nomor 1 
tahun 1974 dan juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan
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yang berlaku dalam hukum pidana.Walaupun perkawinan mereka ini 
juga di Sah-kan oleh pihak Kantor Urusan Agama.
Dengan demikian jelas,bahwa persyaratan yang diajukan 
nampak asli dan tidak tampak adanya pemalsuan. Disamping itu pihak 
petugas KUA juga tidak memiliki banyak waktu untuk menyelidikinya 
terlebih lagi jika didalam persyaratan tersebut terdapat keterangan 
bahwa yang bersangkutan betul-betul belum pernah menikah,masih 
jejaka dan sebagainya.Dengan kata lain kesalahan bukan ada pada 
petugas KUA tapi ada dalam diri pelaku.
Surat nikah palsu atau setidaknya asli tapi palsu (aspal).Surat 
tersebut hampir pasti dikeluarkan berdasarkan identitas atau KTP 
palsu,Karena jika diketahui bahwa seorang suami dalam status 
kawin,seharusnya petugas KUA tidak bisa melangsungkan perkawinan 
kedua tersebut tanpa izin dari Pengadilan dan atas izin dari istri 
pertama.
Jika benar pemalsuan identitas itu terjadi dan atau sebetulnya 
penghulu atau petugas KUA itu mengetahui status sebenarnya dari 
seorang suami namun tetap saja melangsungkan perkawinan,maka 
penghulu tersebut dapat dipidanakan menurut ketentuan pasal 45 
Undang-Undang perkawinan,dan juga dapat di tuntut atas tuduhan 
turut seria melakukan pemalsuan surat sebagaimana ditentukan dalam 
pasal 266 KUHP.Terhadap adanya pelanggaran ini dapat diajukan 
tuntutan pembatalan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama
setempat.Meskipun dilakukan di hadapan penghulu dan mempunyai 
surat nikah.tetap saja tidak sah menurut hukum.
Fakta lain menunjukkan bahwa perceraian juga terjadi diluar 
ketentuan tersebut diatas,salah satu alasan perceraian dapat 
dilakukan dengan dalih sudah tidak saling mencintai lagi dan 
sebagainya.Dengan kata lain banyak alasan yg lebih ringart 
dibandingkan syarat syarat diatas yg dijadikan alasan untuk melakukan 
suatu perceraian.Dalam praktek pula sering kita dengar pihak pihak 
yartg berkeinginan untuk melakukan perceraian untuk menikah 
lagi,tetapi banyak juga yang melakukan perkawinan kedua(poligami) 
dimana seorang suami ingin memiliki dua istri atau lebih tanpa 
melakukan perceraian dengan istri sebelumnya.
Sering pula dijumpai adanya pemalsuan surat persetujuan istri 
dalam melakukan poligami, dan berbagai macam bentuk perbuatan 
melanggar hukum yang tujuannya untuk mengaburkah asal-usul dari 
perkawinan.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas,maka penulis tertarik 
untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah(skripsi) 
dengan judul:
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Pernikahan Lagi 
Karena Pernikahan terdahulu Menjadi Penghalang Untuk itu.(Studi 
kasus putusan nomor 757/Pid.B/2011/PN.MKS).
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat
mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak 
pidana melakukan pernikahan lagi karena pernikahan terdahulu 
menjadi penghalang untuk itu.¡(Studi kasus putusan nomor 
757/Pid.B/2011/PN.MKS).
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana melakukan 
pernikahan lagi karena pernikahan terdahulu menjadi penghalang 
untuk itu.(Studi kasus putusan nomor 757/Pid.B/2011/PN.MKS).
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas,maka yang menjadi
tujuan penelitian yaitu:
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap 
pelaku tindak pidana melakukan pernikahan lagi karena pernikahan 
terdahulu menjadi penghalang untuk itu.(Studi kasus putusan 
nomor 757/Pid.B/2011/PN.MKS).
2, Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana terhadap pelaku tindak pidana melakukan pernikahan lagi 
karena pernikahan terdahulu menjadi penghalang untuk itu.(Studi 
kasus putusan nomor 757/Pid.B /2011/PN.MKS).
D. Kegunaan Penelitian
Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini yaitu sebagai 
berikut:
1. Secara teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan diskusi 
dan sebagai referensi oleh mahasiswa dalam penulisan yang 
terkait dengan perkawinan.
2. Secara praktis
Hasil peneiitian ini diharapkan berguna bagi pihak yang 
berkepentingan dalam penulisan hukum pidana khususnya 
tentang perkawinan,dan kesadaran masyarakat pada umumnya.
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA
A. TINDAKPIDANA
1. Pengertian tindak pidana
Pengertian tentang tindek pidana dalam Kitab Undang- 
Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit 
dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering 
mempergunakan istilah delik.sedangkan pembuat Undang-Undang 
merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah 
peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.
Menurut Simon (Efdianfo Effendi, 2011:98 ) Tindak Pidana 
adalah Suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan 
pidana oleh undang-undang,bertentangan dengan hukum dan 
dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu 
bertanggung jawab.
Lebih lanjut Kanter dan Sianturi (Erdianto Effendi, 2011: 99) 
memberikan pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut: 
Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan 
keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam 
dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum, 
serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu 
bertanggung jawab)”.
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Menurut Moeljatno (2009:59) Perbuatan Pidana adalah
Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,bagi barang siapa
yang melanggar larangan tersebut.
Berdasarkan pendapat diatas,maka dapat diartikan bahwa 
tindakpidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh 
manusia yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-Undang 
dan diberi sanksi berupa sanksi pidana.Kata kunci untuk 
membedakan suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana 
atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi 
pidana atau tidak.Tetapi sebelum itu,mengenai dilarang dan 
diancamnya suatu perbuatan,yaitu mengenai perbuatan 
pidananya sendiri.mengenai criminal act, juga ada dasar 
pokok,yaitu "asas legalitas” (principle o f legality).Asas Legalitas 
yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang 
dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih 
dahulu dalam perundang-undangan.Hal ini dikenal dalam bahasa 
latin sebagai Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Prorit 
(tidak ada delik.tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih 
dahulu).Ucapan Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege 
Prorit berasal dari von feurbach (seorang sarjana hukum jerman). 
“Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan 
keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam 
dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum, 
serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu 
bertanggung jawab)”.
Menurut Von feurbach (Moeljatno,2009:27),asas legalitas 
mengandung tiga unsur yaitu:
a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 
jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang- 
undang.
b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh 
digunakan analogi.
c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.
2. Pengertian Tindak Pidana Poligami
Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 
Tentang Perkawinan Menyatakan bahwa Pada Asasriya seorang 
pria hanya boleh memiliki seorang isteri.dan seorang wanita hanya 
boleh mempunyai seorang suami.Penyimpangan dari asas 
Monogami sering dikenal dengan istilah Poligami.Poligami adalah 
sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki 
beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang 
bersamaan.Permasalahan akan timbul apabila Poligami dilakukan 
dengan tidak sesuai aturan yang beriaku.Walaupun Poligami 
tersebut diberi tempat.akan tetapi itu bukan berarti bahwa Poligami 
dijadikan asas dalam undang-Undang nomdf 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan. Hal tersebut merupakan pengecualian saja,yang 
ditujukan khusus kepada orang yang menurut hukum dan agama 
atau kepercayaan mengizinkan untuk itu,atau dengan kata lairi 
Poligami dibolehkan tetapi dengan pembatasan yang cukup 
berat,yaitu suatu pemahaman syarat dengan alas an tertentu dan 
atas izin dari Pengadilan.sehingga diharapkan dengan ditaatinya 
hukum tersebut dapat tercapai tujuan dari perkawinan,yaitu untuk 
membentuk keluarga yang kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang 
Maha Esa.
Dalam KUHP Belanda,tindak pidana ini dinamakan dubble 
huwalijke atau bigami karena di Negeri Belanda,diantara seluruh
warganya dianut prinsip Monogami.Maka tindak pidana semacam 
ini selalu mengakibatkan adanya 2 perkawinan.Di Indonesia 
diantara para penganut Agama Islam.ada kemungkinan seorang 
laki-laki secara sah mempunyai 2(dua),3(tiga),4(empat) isteri. Maka 
diantara mereka seorang laki-laki baru melakukan tindak pidana 
apabila ia melakukan perkawinan yang kelima seteiah 4 kali 
melakukan perkawinan secara sah atas sepengetahuan,dan 
persetujuan isteri-isteri dan izin dari pengadilan. Dan bagi si 
isteri,kaWiri kedua kali sudah merupakan tindak pidana.(Wirjorto 
Prodjodikoro.1981.hal 92).
Bagi Penganut Agama Hindu Bali mengizinkan seorang laki- 
laki mempunyai sejumlah isteri tanpa batas,namun persoalannya 
adalah apabila perkawinan yang sudah ada tidak memenuhi syarat- 
syarat perundang-undangan sehingga dapat dibatalkan.
Tentang hal ini ada 2 pendapat:
1. Menurut Simons (Oemar Seno Adji, 1991,hal 34),pelaku tetap 
dapat dihukum karena perkawinan dahulu tetap ada sebelum 
dibatalkan.
2. Menurut Van Bemmelen (Oemar Seno Adji,1991,hal 34),para 
pelaku tidak selalu dapat dihukum,tetapi ada kemungkinan 
bahwa ini digantungkan kepada penyelesaian suatu perkara 
perdata mengenai batal atau tidaknya perkawinan yang dulu itu.
. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Menurut Doktrin,unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur 
subjektif dan unsur objektif.Terhadap unsur-unsur tersebut dapat 
diutarakan sebagai berikut
a. Unsur Subjektif
Unsur Subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri 
pelaku. Yang termasuk unsur subjektif dari suatu tindak pidana 
adalah:
1. Kesengajaan atau Ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
2. Maksud atau Voomemen pada suatu percobaan atau 
pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat(1) 
KUHP.
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian,penipuan, 
pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad 
seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan 
menurut pasal 340 KUHP,dan
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat didalam rumusan 
tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.
b. Unsur Objektif Unsur objektif adalah unsur yang berasal dari 
luar diri pelaku. Yang terdiri atas:
1. Sifat Melawan Hukum atau wederrechtelicjkheid Kualitas dari 
si pelaku,misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negri 
di dalam kejahatan iabatan menurut pasal 415 KUHP atau 
keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu 
Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 
KUHP,dari Kausalitas,yakni hubungan antara suatu tindak 
pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan 
sebagai akibat.
Menurut Simons (Andi Hamzah,2004:88), Unsur-Unsur 
Tindak Pidana adalah sebagai berikut:
a. Diancam dengan pidana oleh hukum
b. Bertentangan dengan Hukum
c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
d. Orang itu dipandang mampu bertanggung jawab atas 
perbuatannya.
B. PERKAWINAN
1. Perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Syarat Syarat Perkawinan (pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 
1974) yaitu;
(1).Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
(2).Untuk Melangsungkan Perkawinan seorang yang belum mencapai 
umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua
(3).Dalam Hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia 
atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya.maka izin 
dimaksud ayat(2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih 
hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
(4).Dalam Hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 
keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya.maka izin 
diperoleh dari wali.atau orang yang memelihara atau keluarga yang 
mempunyai hubungan darah.
(5).Dalam hal ada perbedaan pendapat antar orang-orang yang disebut 
dalam ayat(2),(3),dan (4) pasal ini,atau sàlah seorang atau lebih diantara 
mereka tidak menyatakan pendapatnya,maka Pengadilan dalam daerah 
hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas 
permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu 
mendengar orang-orang tersebut dalam ayat(2),(3),dan (4) pasal ini.
(6).Ketentuan tersebut diatas berlaku sepanjang hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak 
menentukan lain.
^asal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;
1).Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 
Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam
rrelas) tahun.
2). Dalam Hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta 
a spensasikepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua 
orang tua pihak Pria maupun pihak Wanita.
3).Ketentuan-Ketentuan Mengenai Keadaan salah seorang atau kedua 
orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini 
berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat(2)pasal ini 
dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat(6).
Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan 
perkawinan menurut Agamanya dan Kepercayaannya itu selain 
Agama Islam,dilakukan oleh Pegawai pencatat perkawinan pada 
kantor catatan sipil.Dan setiap orang yang akan melangsungkan 
perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai 
pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh 
calon mempelai,atau oleh orang tua atau wakilnya,sekurang- 
kurangnya 10 hari kefja sebelum perkawinan dilangsungkan. 
Pemberitahuan memuat nama, umur, agama, pekerjaan, tempat 
kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau
keduanya pernah kawin,disebutkan juga nama istri atau suami 
terdahulu.
Pegawai pencatat meneliti pula: Kutipan akte kelahiran atau 
surat kenal lahir calon mempelai.
Dalam hal seorang suami yang akan beristri lebih dari 
seorang, Pengadilan dapat memberikan izin apabila dikehendaki 
oleh pihak-pihak yang bersangkutan.Dan Pengadilan hanya akan 
memberikan izin dalam hal ini terdapat dalam pasal 4 ayat (2),yaitu 
apabila:
(a) Istri tidak dapat mejalankan kewajibannya sebagai istri.
(b) Istri mendapat cacat badari atau penyakit yang tidak dapat di. 
setubuhkan.
(c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Dan untuk dapat mengajukan permohonan ke 
pengadilan,harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
(a) Adanya persetujuan istri-istri.
(b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan- 
keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
(c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri- 
istri dari anak-anak mereka.
Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai 
berikut:
(a) Salah satu pihak berbuat zina yaitu bersetubuh dengan orang 
lain dari pada istri atau suami atau menjadi 
pemabuk,penjudi,dan lain sebagainya yang sukar untuk 
disembuhkan.
(b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun 
berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah atau karena hal 
lain diluar kemampuannya.
(c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih 
setelah perkawinan berlangsung.
(d) Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat.
(e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang 
timbul setelah pernikahan yang berakibat tidak dapat 
menjalankan kewajibannya.
(f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi percek-cokan dan 
tidak adaKemungkinan untuk diperbaiki.
Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam
Untuk melaksanakan Perkawinan harus ada (Menurut Pasal
14 Kompilasi Hukum Islam):
a. Calon suami
b. Calon istri
c. Wali nikah
d. .Dua orang Saksi
e. Ijab dan kabul
Perkawinan mitsaaqan adalah pernikahan,yaitu akad yang 
sangat kuat atau ghoolidhan untuk mentaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah.Tujuannya untuk 
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, 
dan rahmah.Setiap Perkawinan harus dicatat dan hanya dapat 
dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat 
nikah.Dan putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat 
dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama.
Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan 
terbatas hanya sampai empat orang istri saja.untuk itupun harus 
dipenuhi syarat utama yaitu suami harus mampu berlaku adil 
terhadap istri-istri dan anak-anaknya.Juga perkawinan yang 
dilakukan dengan istri kedua,ketiga atau keempat tanpa izin dari 
Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum 
tetap.Adapun persetujuan istri atau istri-istri dapat dilakukan secara 
tertulis maupun lisan.
Menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam,Perkawinan dapat 
dibatalkan jika:
a. Seorang suami melakukan Poligami tanpa izin dari Pengadilan- 
Agama.
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih 
menjadi istri pria lain.
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari 
suami lain.
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan 
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang 
nomor 1 tahun 1974 yaitu lelaki 19 tahun,dan wanita 16tahun.
e. Perkawinan dilaksanakan oleh wali yang tidak berHak
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan 
pembatalan Perkawinan,apabila pada waktu berlangsungnya 
perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri 
suami atau istri. Dan apabila dalam jangka waktu 6 bu la n setelah itu 
masih tetap hidup sebagai suami istri,dan tidak menggunakan hak­
nya untuk mengajukan permohonan pembatalan,maka hak-nya 
gugur.
Perkawinan dapat putus karena kematian,perceraian,dan 
atas putusan pengadilan.Putusnya perkawinan yang disebabkan 
karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan 
gugatan perceraian.
Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan 
Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan,
Taklik-talak adalah perjanjian yang diucapkan calon 
mempelai pria setelah akad yang dicantumkan dalam Akta Nikah
berupa janji Talak yang digantungkan kepada suatu keadaan 
tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.
Talak Raj’i adalah talak kesatu atau kedua,dimária suami 
berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.
(a) Talak Ba’in shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi 
boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam 
iddah.
(b) Talak Ba’in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga 
kalinya.Talak jenis ini tidak dapat di rujuk dan tidak dapat di 
nikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan 
setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian 
terjadi perceraian ba’da al dukhul dan habis masa iddahnya.
(c) Talak Sunny adalah talak yang dibolehkan,yaitu talak yang 
dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri 
dalam waktu suei tersebut.
(d) Talak Bid’i adalah talak yang dilarang,yaitu talak yang 
dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid,atau istri dalam 
keadaan suci tapi sudah di campuri pada waktu suci tersebut.
Wali Nikah dalam Perkawinan Merupakan Rukun yang Harus dipenuhi 
bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.
Yang Bertindak sébagái Wáli Nikah adalah seorang laki-laki yang 
memenuhi Syarat hukum islam yakni muslim,aqil,dan baliq.
Perwalian adalah Kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk 
melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan 
dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang 
tua yang masih hidup ,tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
Pasal 55 Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam:
(1).Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan,terbatas hanya 
sampai empat orang isteri saja.
(2).Syarat Utama untuk beristeri lebih dari seorang,yaitu suami harus 
mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya.
(3).Apabila Syarat utama yang disebut dalam ayat(2) tidak muhgkin 
dipenuhi.Maka Suami dilarang untuk beristeri lebih dari seorang.
Dalam hal seorang suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang 
harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.Dan Perkawinan yang 
dilakukan dengan isteri kedua,ketiga,atau keempat tanpa izin dari 
Pengadilan Agama tidak mempunyai Kekuatan Hukum.
3. Perkawinan menurut KUHPerdata
Menurut pasal 27 KUHPerdata ditentukan bahwa pada 
waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan 
dengan seorang perempuan saja dan begitu pula sebaliknya.
Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki 
dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.Undang-Undang 
memandang perkawinan hanya dari hubungan 
keperdataan,demikian pasal 26 Burgerlijk wetboek. Artinya bahwa 
suatu perkawinan yang sah,hanyalah perkawinan yang memenuhi 
Syarat-Syarat yang ditetapkan dalam KUHPerdata.dah syarat-syarat 
serta peraturan agama dikesampingkan.Suatu asas lagi dari
B.W.,adalah poligami dilarang. Artinya bila dilanggar selalu 
dianeam dengan pembatalan perkawinan.
(Prof.Subekti.SH., 1989:23).
Pembatalan perkawinan pada asasnya bertujuan 
mengembalikan keadaan seperti pada waktu perbuatan yang 
dibatalkan itu belum terjadi,tetapi dalam hal suatu perkawinan 
dibatalkan,tidak boleh kita beranggapan seolah-olah tidak pernah 
terjadi suatu perkawinan.karena terlalu banyak kepentingan dari 
berbagai pihak harus dilindungi.Dari itu,dalam hal suatu perkawinan 
dibatalkan,undang undang telah menetapkan aturan sebagai 
berikut:
1. Jika sudah dilahirkan anak-anak dari perkawinan tersebut,anak- 
anak ini tetap mempunyai kedudukan sebagai anak yang sah.
2. Pihak yang berlaku jujur tetap memperoleh dari perkawinan itu 
hak-hak semesti didapatnya sebagai suami atau istri dalam 
perkawinan yang dibatalkan itu.
3. Juga orang-orang pihak ketiga yang berlaku jujur tidak boleh 
dirugikan karena pembatalan perkawinan itu.
Syarat sahnya perkawinan:
a. Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam 
undang-undang,yaitu lelaki 18 tahun dan wanita 15 tahun.
b. Adanya persetujuan bebas antara kedua pihak.
c. untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus 
lewat 300 hari sesudah putusan perkawinan pertama.
d. Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua pihak
e. Untuk pihak yang masih dibawah umur harus ada izin dari orang 
tua Walinya.
Sebelum Perkawinan dilangsungkan,harus dilakukan terlebih
dahulu:
a. pemberitahuan (aangifte) tentang kehendak akan kawin kepada 
pegawai pencatat sipil (Ambtenaar Burgeriijke Stand),yaitu 
pegawai yang nantinya akan melangsungkan pernikahan.
b. Pengumuman (afkondiging) oleh pegawai tersebut tentang akan 
dilangsungkan pernikahan tu.
Pada asasnya bagi perkawinan kedua.ketiga dari
selanjutnya berlaku Peraturan-peraturan yang sama sebagaimana
diuraikan diatas,hanya undang-undang memberikan peraturan-
peraturan yang bermaksud melindungi anak-anak yang berasal dari 
perkawinan pertama sehingga mereka tidak sampai dirugikan 
terlalu banyak oleh perkawinan kedua ayah atau ibu mereka.
Dan adapun kemungkinan,misalnya karena kekhilafan,suatu 
pernikahan telah dilangsungkan,padahal ada syarat-syarat yang 
tidak dipenuhi atau ada larangan-larangan yang telah 
terlanggar.Misalnya salah satu pihak masih terikat oleh suatu 
perkawinan lama.atau perkawinan telah dilangsungkan oleh 
pegawai pencatat Sipil yang tidak berkuasa,atau lain 
sebagainya.Perkawinan semacam itu dapat dibatalkan oleh hakim 
atas tuntutan orang-orang yang berkepentingan atau atas tuntutan 
jaksa .tetapi selama pembatalan itu belum dilakukan,perkawinan 
tersebut berlaku sebagai suatu perkawinan yang sah.
4. Unsur-Unsur perkawinan dalam pasal 279 KUHP
Terdapat ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang- 
undang Hukum Pidana (KUHP)Yang bisa dipakai untuk menjerat 
suami yang menikah lagi tanpa izin istri pertama (kedua atau ketiga 
).Salah satunya yaitu Pasal 279 KUHP yang berbunyi sebagai 
berikut:
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui 
bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang 
telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui 
bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain 
menjadi penghalang untuk itu.
(2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 
menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang 
telah ada menjadi penghalang yang sah untuk kawin lagi maka 
ia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(3) Pencabutan hak-hak seperti tersebut dalam pasal 35 nomor 1-5 
dapat dijatuhkan.
Penjelasan 
Unsur Subjektif:
Unsur "barang siapa” ini terkait dengan eksistensi seseorang 
sebagai subjek hukum.Hal ini terkait dengan kemampuan 
seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban di depan hukum. 
Unsur Objektif:
1. "Mengadakan perkawinan” adalah bahwa perkawinan yang 
diselenggarakan dilakukan dengan melalui proses tata cara atau 
prosedur yang diatur baik dalam ketentuan hukum maupun 
kebiasaan masyarakat.Sepasang calon mempelai tidak akan
dapat dikatakan mengadakan perkawinan apabila hanya berdua 
saja dalam sebuah ruangan atau tempat tertutup,tanpa 
terpenuhinya syarat-syarat atau rukun nikah.
2. "Mengetahui perkawinan-perkawinannya yang telah ada” 
(angka 1) Unsur ini mengandung makna bahwa seseorang yang 
hendak melaksanakah perkawinan,secara sadar bahwa dirinya 
masih terikat oleh perkawinan dengan yang lain sebelumnya.
3. "Mengetahui perkawinan-perkawinan pihak lain” (angka 2) 
Uhsur ini mengandung makna bahwa pasangan dari calon 
mempelai,mengetahui dengan pasti bahwa calon suami/istrinya 
telah memiliki istri/suami yang masih terikat di dalam 
perkawinan.
"Adanya penghalang yang sah” Unsur ini bermakna bahwa 
kedua calon harus mengetahui sebelum melangsungkan 
perkawinan,maka harus terlebih dahulu terpenuhi unsur-unsur pada 
point ke-2 dan ke-3.Jika sudah diketahui bahwa adanya salah satu 
pasangan yang masih terikat secara sah di dalam perkawinan 
dengan orang lain maka unsur ini sudah terpenuhi.
PERTIMBANGAN HAKIM 
1. Pertimbangan Normatif/Yuridis
a. Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana.
(1) Dasar pemberatan Pidana Umum.
(a) Dasar Pemberatan pidana karena jabatan. Pemberatan 
pidana karena jabatan di atur daiam pasal 52 KUHP yang 
rumusannya adalah sebagai berikut:
Bila mana seorang pejabat karena melakukan tindak 
pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari 
jabatannya,atau pada Waktu melakukan tindak pidana 
memakai kekuasaan,atau sarana yang diberikan 
kepadanya karena jabatannya,pidananya ditambah 
sepertiga.
(b) Dasar Pemberatan Pidana dengan menggunakan sarana 
bendera kebangsaan Jenis pemberatan ini diatur dalam 
pasal 52a KUHP yang rumusannya sebagai berikut:Bila 
mana pada waktu melakukan kejahatan digunkan 
bendera kebangsaan Republik Indonesia,Pidana untuk 
kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.
(c) Dasar Pemberatan Pidana karena pengulangan 
(Recidive). Mengenai pengulangan ini, KUHP mengatur 
sebagai berikut:
Dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu 
dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi 
pengulangannya.Pengulangan hanya terbatas pada
tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam pasal 
486,487,dan 488 KUHP.
Pemberatan pidana adalah dapat ditambah sepertiga dari 
ancaman maksimum pidana penjara yang di ancamkan 
pada kejahatan yang bersangkutan.sementara pada 
recidive yang ditentukan lainnya diluar kelompok tindak 
pidana yang termasuk dan disebut dalam ketiga pasal ini 
adalah juga yang diperberat dapat ditambah dengan 
sepertiga dari ancaman maksimum, tetapi banyak yang 
tidak menyebut ”dapat ditambah dengan 
sepertiga”melainkan diperberat dengan menambah 
lamanya saja.
Misal dari 6hari kurungan menjadi 2minggu kurungan 
(pasal 492 ayat(2) KUHP),atau mengubah jenis 
pidananya dari denda diganti dengan kurungan (pasal 
495 ayat(2) dan pasal 501 ayat(2) KUHP)
(d) Dasar pemberatan pidana karena perbarengan 
{concursus)
Ada 3 bentuk concursus yang dikenal dalam hukum 
pidana,yaitu concursus idealis, concursus realis,dan 
perbuatan berlanjut.
(a) coricursus idealis
Concursus idealis adalah suatu perbuatan yang masuk 
ke dalam lebih dari satu aturän pidana.Disébut jugä sébágai 
gabungan berupa satu perbuatan,yakni suatu perbuatan 
meliputi lebih dari satu pasal ketentuan hukum 
pidana.Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam 
concursus idealis adalah sistem absorbsi,yaitu hanya 
dikenakan pidana pokok yang terberat.
Dalam KUHP Bab II pasal 63 tentang perbarengan peraturan 
disebutkan:
(1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan 
pidana.maka yang dikenakan hanya salah satu diantara 
aturan-aturan itu.Jika berbeda beda yang dikenakan 
yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
(2) Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan 
pidana yang umum.diatur pula dalam aturan pidana 
khusus.makä hanya yang khusus itulah yang dikenakan.
(b) concursus realis
Concursus realis atau gabungan beberapa perbuatan terjadi 
äpäbilä sesoräng melakukan beberapa perbuatan,dan 
masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu
tindak pidana.Sistem pemberian pidana bagi concursus 
realis ada beberapa macam,yaitu:
(1) Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana 
pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana 
dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak 
boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah 
sepertiga.
Sistem ini dinamakan sistem Absorbsi yang dipertajam.
(2) Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana 
pokok yang tidak sejenis,maka semua jenis ancaman 
pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan,tetapi 
jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana 
terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem 
kumulasi diperlunak.
(3) Apabila concursus realis berupa pelanggaran,maka 
menggunakan sitem kumulasi yaitu jumlah semua pidana 
yang diancamkan.Namun jumlah semua pidana dibatasi 
sampai maksimum 1 tahun 4bulan kurungan.(4)Apabila 
concursus Realis berupa kejahatan-kejahatan 
ringan,yaitu pasal 352 (penganiayaan ringan),364 
(pencurian ringan),373 (penggelapan ringan),379 
(penipuan ringan), dan 482 (penadahan ringan), maka
berlaku sitem kumulasi dengan pembatasan maksimum 
pidana penjara 8 bulan.
(c) Perbuatan berlanjut
Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan 
beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan 
perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa 
sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan 
berlanjut. Dalam MvT (Memorie Van Toelichting),kritena 
"perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupà 
sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” 
adalah:
(1) Harus ada satu niat.kehendak atau keputusan.
(2) Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama 
macamnya.
(3) Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak 
terlalu lama.
Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut 
menggunakan absorbsi,yaitu hanya dikenakan satu aturan 
pidanà térberat dan bilàmâhâ berbeda-béda maka dikenakan 
ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat.
(2) Dasar pemberatan Pidana khusus
Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan 
pidana khusus ini adalah pada si pembuat dapat di pidana
melampaui atau diatas ancaman maksismum pada tindak 
pidana yang bersangkutan.Sebab diperberatnya 
dicantumkan secara tegas dalam tindak pidana tertentu 
tersebut.Disebut dasar pemberat khusus,karena hanya 
berlaku pada tindak pidana tertentu yang di cantumkannya 
alasan pemberatan itu saja,dan tidak berlaku pada tindak 
pidana lain.
a. Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana 
Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana 
terhadap si pembuat dalam undang-undang terbagi atas 
dua,yaitu dasar di peringannya pidana urrium yang 
berlaku pada tindak pidana pada umumnya dan dasar di 
peringannya pidana khusus yang hanya berlaku pada 
tindak pidana tertentu saja.
1. Dasar peringanan pidana Umum,yaitu:
a. Belum dewasa
Berdasarkan KUHP belum dewasa yaitu 
yang belum berumur 16 tahun.
Bab III Buku I KUHP mengatur tentang hal- 
hal yang menghapuskan, mengurangkan,atau 
memberatkan pidana.
Berdasarkan Undang-undang nomor 3 
tahun 1997 tentang peradilan anak.Dasar
peringanan pidana umum adalah sebab 
pembuatnya anak (disebut anak nakal) yang 
umumya telah S tahun tetapi belum 18 tahun dan 
belum pernah kawin (pasal 4 ayat(1)),sedangakan 
anak yang belum
berusia 8 tahun dan melakukan tindak 
pidana tidak dapat diajukan ke pengadilan tetapi 
dapat dilakukan penyidikan (pasal 5 ayat (1))
b. Perihal Percobaan dan pembantuan kejahatan.
c. Percobaan dan pembantuan diatur dalam pasal 53 
ayat (2) dan pasal 57 ayat (1) KUHP.Pidana 
maksimum terhadap si pembuatnya dikurangi 
sepertiga dari ancaman maksimum pada 
kejahatan yang bersagkutan.Hal ini disebabkan 
karena percobaan dan pembantuan kejahatan 
adalah suatu ketentuan mengenai penjatuhan 
pidana terhadap pembuat yang gagal dan orang 
yang membantu orang lain melakukan 
kejahatan,yang artinya orang yang mencoba itu 
atau orang yang membantu (pelaku pembantu) 
tidak mewujudkan suatu tindak pidana 
tertentu,hanya mengambil sebagian syarat suatu 
tindak pidana tertentu.
2. Dasar Peringanan pidana Khusus
Di sebagian tindak pidana tertentu,ada pula 
dicantumkan dasär peringanan tertentu yang hanya 
berlaku khusus terhadap tindak pidana yang 
disebutkan itu saja,dan tidak berlaku umum untuk 
segala macarii tindak pidana.Dasar peringanan 
pidana yang bersifat khusus diatur dalam pasal 
308,341,dan 342 KUHP.
2. Pertimbangan Sosioiogis
Pasal 5 ayat (1) rancangan KUHP nasional tahun 1999- 
2000, menentukan bähwä däläm pemidanaan, hakini 
mempertimbangkan:
(1) Kesalahan Terdakwa
(2) Motif dan Tujuan melakukah tindak pidana
(3) Cara melakukan tindak pidana
(4) Sikap batin membuat tindak pidana
(5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku
(6) Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana
(7) Pehgaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku
(8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana,terhadap korban 
atau Keluarga.
BAB III 
METODE PENELITIAN
A. LOKASI PENELITIAN
Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam 
pembahasan dan penulisan skripsi ini,pengumpulan data dart informasi 
akan dilaksanakan ditempat yang dianggap mempunyai data yang 
sesuai dengan objek yang diteliti. Maka penulis melakukan penelitian 
di Pengadilan Negeri Makassar.
B. JENIS DAN SUMBER DATA
Sesuai Dengan Masalah dan Tujuan Penelitian ini,Maka Jenis dan 
Sumber Data yang diperlukan adalah:
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Dengan Memakai dan Menggunakan Metode ini diharapkan dapat 
diperoleh baHab-bahan hukum dalam bentuk Teori dan gambaran 
umum tentang pokok permasalahan,Sehingga dapat dijadikan sebagai 
acuan dan pedoman dalam melaksanakan penelitian lapangan.
Disini penulis akan menelaah dan membahas beberapa literatur 
bacaan yang berhubungan dengan pokok bahasan.Selanjutnya Bahan 
Hukum yang diperoleh dari penelitian ini penulis bagi menjadi 3:
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a. Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan-bahan Hukum yang menjadi dasar pembahasan 
dalam penulisan ini antara lain Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP),dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
b. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu berupa Bahan Hukum pendukung atau referensi dalam 
penulisan ini.
Misàlnyâ:Makàlah,Artikel,Média Online,dan sebàgàinya.
c. Bahan hukum Tersier
Yaitu berupa bahan Pelengkap seperti Kamus dan Lain-lain.
2. Penelitian Lapangan (Field Research)
Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan 
dilihat bagaimana prakteknya di lapangan, oleh karena itu penelitian 
lapangan ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Dari hasil 
penelitian ini diperoleh data :
a. Data Primer, merupakan hasil wawancara penulis dengan 
beberapa responden yakni hakirri di Pengadilan Negeri Makassar
b. Data sekunder, merupakan data pelengkap yaitu keadaan 
kuantitas pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan 
tindak pidana poligami yang terjadi di wilayah hukum Kotà 
Makassar.
3. Alat Pengumpulan Data
a. Wawancara
Penyusunan skripsi ini, penulis mengumpulkan data dengan cara 
melakukan tanya jawab dengan pihak hakim Pengadilan Negeri 
Makassar tentang tindak pidana kasus yang diteliti.
b. Studi dukomen
Mempelajari dokumen-dokumen putusan Pengadilan Negeri 
Makassar yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu 
putusan Pengadilan Negeri Makassar yang berhubungan dengan 
perkawinan tindak pidana poligami.
c. Populasi dan Sampel
Adapun populasi dalam penulisan ini dikategorikan dalam dua 
jenis yaitu :
1. Populasi objektif yakni seluruh perkawinan poligami di luar 
prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang 
terdaftar dalam registrasi perkara di Pengadilan Negeri 
Makassar.
2. Populasi subjektif yakni hakim di Pengadilan Negeri Makassar 
yang mengadili kasus tindak pidana poligami.
4. Analisa Data
Metode analisa data didalam studi kasus dilakukan dengan cara 
analisa kualitatif, yaitu suatu teknik analisa data dengan memahami 
makna dibalik data yang tampak atau mencari kualitas dari
penelitian, sehingga pada akhirnya akan diperoleh kesimpulan 
penelitian secara induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang 
bersifat khusus menjadi hal yang bersifat urhum.
BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Posisi Kasus
Bahwa ia terdakwa Suparjo Rustam,pada hari minggu tanggai 31 
Agustus 2008,bertempat di jl.Teuku Umar 12 lr.07 Makassar telah 
melakukan perkawinan dengan Risnawati berdasarkan kutipan Akta 
Nikah Nomor 1106/87/IX/2008.Dimana perkawinannya yang terdahulu 
dengan Asmiati adalah penghalang yang Sah untuk melakukan 
pernikahan lagi.Karena terdakwa menikah tanpa seizin dengan saksi 
korban Asmiati selaku isteri yang sah,berdasarkan Akta Nikah Nomor: 
4054766 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama(KUA) 
paleteang Kabupaten Pinrang pada tanggai 05 Mei 2006.Bahwa 
sebelum dan sesudah pernikahan Suparjo Rustam dengan 
Risnawati,Asmiati tidak pernah sama sekali diberitahukan dan tdk 
pernah memberikan restu atau merelakannya untuk menikah 
lagi.Asmiati mengetahui kalau Suparjo Rustam dengan Risnawati 
telah melakukan pernikahan setelah mendengar penyampaian dari 
orang terdekatnya (terriari-teman) lalu melakukan pengecekan ke 
kantor KUA kec.Tallo Makassar dan mendapati dibuku Arsip 
pernikahan keduanya tercatat berdasarkan kutipan akta kutipan nikah 
tersebut diatas. Suparjo Rustam tidak memberikan surat perceraian 
hanya memberikan surat talak secara sepihak yang menurut Asmiati
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dan tdk pernah memberikan restu atau merelakannya untuk menikah 
lagi.Asmiati mengetahui kalau Suparjo Rustam dengan Risnawati telah 
melakukan pernikahan setelah mendengar penyampaian dari orang 
terdekatnya (teman-teman) lalu melakukan pengecekan ke kantor KUA 
kec.Tallo Makassar dan mendapati dibuku Arsip pernikahan keduanya 
tercatat berdasarkan kutipan akta kutipan nikah tersebut diatas. Suparjo 
Rustam tidak memberikan surat perceraian hanya memberikan surat talak 
secara sepihak yang menurut Asmiati adalah tidak Sah karena Asmiati tidak 
menyetujuinya.Sedangkan Risnawat pada awai tahun 2010 baru mengetahui 
kalau Suparjo Rustam sebelumnya telah memiliki isteri,Setelah ada SMS 
masuk yang mempertanyakan "kenapa bapak tidak pernah pulang-pulang 
kerumah?".Dan Risnawatipun Langsung bertanya "Siapa yang mengirim 
SMS?".Lalu Suparjo menjawab bahwa itu adalah SMS dari isterinya yang 
bernama Asmiati.Dan setelah mengetahui hal tersebut maka mereka sempat 
terlibat Cekcok karena Risnawati merasa dibohongi dengan pengakuan 
Suparjo Rustam sebagai seorang Lajang yang ternyata sebelumnya telah 
menikah dan mempunyai isteri.Namun Suparjo Rustam Membujuk Saudari 
Risnawati hingga mereka damai kembali dan Risnawati tetap bersedia 
menerima Suparjo Rustam Sebagai Suami.
Dakwaan Penuntut Umum
Isi dakwaan penuntut umum terhadap kasus tindak pidana 
melakukan pernikahan lagi dimana pernikahan terdahulu menjadi
penghalang untuk melakukan pernikahan lagi yang dibacakan pada 
persidangan dihadapan Majelis Hakim pengadilan Negeri Makassar 
adalah sebagai berikut : Bahwa ia terdakwa Suparjo Rustam, pada 
hari minggu tanggai 31 Agustus 2008, atau setidak-tidaknya pada 
waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Jalan Teuku Umar 12 
Lorong 07 Makassar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang 
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, 
melakukan perkawinan dengan terdakwa Risnawati, dimana 
perkawinannya yang terdahulu menjadi penghalang yang sah untuk 
melakukan perkawinan lagi.
Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
• Bahwa terdakwa Suparjo Rustam adalah suami sah dari saksi 
korban Asmiati, dimana mereka menikah secara resmi 
berdasarkan Akta Nikah Nomor: 4054766 yang dikeluarkan oleh 
Kantor Urusan Agama (KUA) Paleteang Kabupaten Pinrang pada 
tanggai 05 Mei 2006.
• Bahwa antara hubungan terdakwa dan saksi korban sebagai 
suami isteri berjalan tidak harmonis, dimana akhirnya sc 37 
sepihak terdakwa memberi saksi korban surat talak akan tetapi 
secara resmi saksi korban dan terdakwa belum bercerai.
• Bahwa selanjutnya pada tanggai 31 Agustus 2008 telah menikahi 
saksi Risnawati sesuai kutipan Akta Nikah Nomor
1106/87/IX/2008 tanggai 31 Agustus 2008 tanggai 02 September 
2008 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tallo Kota Makassar. 
t Bahwa terdakwa dan saksi Risnawati melangsungkan pernikahan 
di rumah orang tua saksi Risnawati di Jalan Teuku Umar 12 
Lorong 07 Makassar, dimana terdakwa menikah tanpa seizin 
dengan saksi korban Asmiati selaku isteri yang sah.
• Bahwa dari pernikahan terdakwa dengan saksi korban Asmiati 
telah dikaruniai anak 1 (satu) orang.
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 
279 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dalam persidangan maka sampailah kepada pembuktian mengenai 
unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dimana dimuka 
persidangan dakwaan dapat kami buktikan, yang unsur-unsurnya 
sebagai berikut:
Unsur-unsur Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai berikut:
• Barang siapa
• Melakukan pernikahan dengan seorang wanita
• Dimana pernikahan sebelumnya menjadi penghalang yang sah 
untuk melakukan perkawinan lagi.
a. Unsur barang siapa
Yang dimaksiid unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa 
saja yang merupakan subjek hukum, yang perbuatannya dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum, yang mana identitasnya
tercantum dalam surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa yaitu 
terdakwa Suparjo Rustam.
b. Unsur melakukan pernikahan dengan seorang wariita
Bahwa fakta yang terbukti di muka persidangan, dimana terdakwa 
telah melangsungkan pernikahan dengan saksi Risnawati, dimana 
sebelum melangsungkan pernikahan tersebut, terdakwa mengaku 
sebagai seorang laki-laki yang belum menikah sehingga saksi 
Risnawati mau menjadi isteri dari terdakwa.
c. Dimana pernikahan terdahulu menjadi penghalang yang sah 
untuk melakukan pernikahan lagi
Bahwa sesuai fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi- 
saksi, keterangan terdakwa, Bafang BUkti, dan petunjuk, diperoleh 
fakta bahwa sebelum menikah dengan saksi Risnawati, terdakwa 
adalah seorang laki-laki/suami yang terikat pernikahan dengan 
saksi Asmiati sebagai isteri pertama yang menikah secara sah 
menurut agama Islam, dengan dibuktikan adanya Akta Nikah yang 
dikeluarkan oleh KUA Paleteang Kabupaten Pinrang pada tanggai 
05 Mei 2006, dimana dari pernikahannya dengan saksi Asmiati 
telah membuahkan seorang anak, dan saat akan menikah 
perempuan Risnawati, terdakwa tidak meminta izin kepada saksi 
Asmiati selaku isteri pertama.
Tuntutan Penuntut Umum
Berdasarkan uraian yang dimaksud, Jaksa Penuntut Umum 
dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang 
yang bersangkutan menuntut supaya Ketua Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini 
memutuskan:
• Menyatakan terdakwa Suparjo Rustam bersalah melakukan tindak
pidana melakukan pernikahan lagi karena pernikahan terdahulu 
menjadi penghalang untuk melakukan pernikahan lagi, sesuai 
dengan Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
• Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suparjo Rustam, dengan
pidana perijara 1 (satu) tahuri dikurangi selama terdakwa berada 
dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
• Menyatakan barang bukti berupa :
o 1 (satu) buah buku kutipan Akta Nikah Nomor 
227/15A/11/2008, tanggai 09 Juli 2008 atas nama Suparjo 
Rustam dan Asmiati 
o 1 (satu) buah buku kutipan Akta Nikah Nomor : 
1106/87/IX/2008 tanggai 02 September 2008 atas nama 
Suparjo Rustam dan Risnawati,
• Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
Pertimbangan Hakim
Mengenai pertimbangan Hakim, terdakwa yang telah 
melakukan perbuatan itu, maka Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada 
terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang telah 
didakwakan tersebut di atas.
• Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum 
dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 279 Ayat (1) KUHP
• Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan
• Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya di 
persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang 
saksi yang telah didengar keterangannya
• Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan 
terdakwa
• Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan 
dengan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan, setelah 
disesuaikan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian
• Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut, terdakwa 
dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana 
surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
• Menimbang, bahwa sebelum diketahui hukuman, terlebih dahulu 
Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat 
memberatkah maupun meringankan diri terdakwa :
o Hal-hal yang memberatkan :
• Terdakwa main hakim sendiri 
o Hal-hal yang meringankan :
• Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
• Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
Amar Putusan
Adapun amar putusan dalam kasus ini adalah sebagai berikut:
• Menyatakan terdakwa Suparjo Rustam secara sah dari 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan 
pernikahan lagi karena pernikahan terdahulu menjadi penghalang 
untuk melakukan pernikahan lagi”
• Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 
selama 7 (tujuh) bulan
* Menetapkan bahwa masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
« Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
* Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku kutipan 
Akta Nikah Nomor : 227/15/VII/2008 tanggai 09 Juli 2008 atas 
nama Suparjo Rustam dan Asmiati, 1 (satu) buah buku kutipan 
Akta Nikah Nomor: 1106/87/IX/2008 tanggai 02 September 2008 
atas nama Suparjo Rustam dan Risnawati
* Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 
2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
Komentar
Dalam perkara ini terdakwa Suparjo Rustam didakwa telah 
melangsungkan pernikahan dengan saudari Risnawati yang dimana 
pernikahan sebelumnya dengan Saudari Asmiati adalah Penghalang 
Yang Sah untuk melakukan pernikahan lagi.Oleh Sebab 
Pernikahannnya dilakukan tanpa sepengetahuan dari istri pertama 
yang pernikahannya masih dianggap Sah.Suparjo Rustam melakukan 
pernikahan dengan saudari Risnawati dengan menyembunyikan 
idehtitasnya yang sudah menikah sebagai laki laki yang masih 
lajang.Walaupun Pernikahan pria dan wanita tersebut memiliki status 
hukum dihadapan Negara,akan tetapi pada dasamya sifat dari 
tuntutan pidana adalah mencari kebenaran materiil.Oleh sebab
itu,Suparjo rustam dapat dijerat dengan hukum pidana,selama saudari 
Asmiati dapat membuktikan adanya pernikahan tersebut.Apabila 
terdapat bukti bukti yang cukup untuk membuktikan adanya 
pernikahan tersebut.(Mlsalnya kesaksian dari yang menikahkan,surat 
nikah,dan lain-lain),maka Suparjo Rustam dapat dijerat atas kejahatan 
terhadap Asal-Usul dan Perkawinan.
Pasal yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah 
Pasal 279 Ayat 1 ke-1 KUHP, yaitu Diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun.bagi Barang siapa yang mehgadakan 
perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan- 
perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang Sah untuk 
itu.Mengenai pasal ini dalam kitab Undartg-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) bahwa suatu syarat untuk seseorang dapat dihukum menurut 
pasal ini adalah orang itu harus mengetahui bahwa ia dulu pemah 
kawin dan perkawinan ini masih belum dilepaskan (belum ada 
perceraian). Oleh karena itu Suparjo Rustam dapat dikenakan pidana 
berdasarkan pasal 279 KUHP selama bisa dibuktikan bahwa memang 
sebelumnya telah ada perkawinan.
Dan Seperti yang telah kita tahu sebelumnya bahwa sangat 
jelas untuk melakukan poligami harus sesuai dengan aturan yang 
berlaku,harus ada persetujuan dari isteri dan atas izin Pengadilan.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 
menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:
1. Penerapan pidana penjara pada perkara Nomor : 
757/Pid.B/2011/PN.MKS telah sesuai dengan pelanggaran yang 
dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana yang diatur dan 
diancamkan dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP).
2. Penerapan pidana penjara dalam kasus ini bukan semata-mata 
sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah 
pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman yang 
sekaligus ditujukan kepada masyarakat dan kepada terpidana 
tersendiri agar menjadi masyarakat yang lebih baik. Hal Ini sesuai 
dengan konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi 
sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitas 
dan reintegrasi sosial.
B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan 
beberapa hal sebagai berikut:
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1. Hendaknya aparat penegak hukum lebih cermat dalam 
menggunakan pasal untuk menjerat para pelaku tindak pidana, 
tidak terlepas dari kasus ini, seharusnya Suparjo Rustam dapat 
pula dijerat dengan Pasal 280 KUHP, karena telah 
menyembunyikan identitasnya kepada isteri kedua mengenai 
pernikahan sebelumnya.
2. Memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi kepada 
Risnawati selaku isteri kedua yang dianggap perkawinannya 
bersama Suparjo Rustam tidak sah karena terhalang oleh 
perkawinan sebelumnya antara Suparjo Rustam dengan Asmiati.
3. Diharapkan kepada lembaga pencatat perkawinan, dalam hal ini 
Kantor Urusan Agama (KUA) untuk lebih meningkatkan fungsi 
kontrol dan pengawasannya.
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